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PUTUSAN
Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Mna

Pk z
Lkl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan
Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer,
bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat

dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2016
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register

perkara dengan Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Mna tertanggal 9 Februari 2016

yang mengemukakan alasan-alasan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015, dengan wali nikah Adik Kandung
Ayah Penggugat, status Perawan dengan Jejaka dengan mas kawin berupa
Seperangkat alat sholat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam
Kutipan Akta Nikah nomor No Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 09 Februari 2015;
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2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik
talak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gerak Alam, sampai akhirnya
berpisah;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul
sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, bernama Anak I, laki-laki,
berumur 8 bulan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama
8 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat, selama
menikah Tergugat meminta nafkah uang kepada Penggugat, Tergugat
selingkuh dengan perempuan yang berasal dari Desa Jeranglah dan
Tergugat sering mencuri barang-barang milik Penggugat serta orang tua
Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 6
Desember 2015, disebabkan Tergugat membawa perempuan
selingkuhannya kerumah nenek Penggugat di Desa Muara Sahung,
Penggugat tidak terima dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal (Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua
Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat).
Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi,
Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat,
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 2 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Penggugat
tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak
mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan
terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cg. Majelis Hakim yang
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memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan
putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;
SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas
panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara in person di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan ~ Agama Manna  dengan relaas panggilan Nomor
0086/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 18 Februari 2016, dan relaas panggilan
dengan nomor yang sama tanggal 1 Maret 2016, sedangkan ketidakhadiran
Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan
oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah
berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap
dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim
tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih
dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat

dalam berita acara sidang perkara ini;
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Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat
mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat dengan Nomor No Akta Nikah yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 09 Februari 2015, telah
diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat
tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya saksi dibawah
sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian
sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga
Penggugat dengan jarak 100 meter dan saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat
sewaktu masih bersama dengan Penggugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang
tua Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak,
sekarang tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi
Tergugat tidak berada di rumah;

- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi pertengkaran dan cekcok namun saksi tidak tahu
penyebabnya;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat
bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar keduanya bertengkar saat

Penggugat menelepon Tergugat;
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- Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 1 bulan;

- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai upaya dari pihak keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bermesraan dengan wanita lain di
rumah makan Panggih pada bulan Februari 2016;

2. Saksi ll, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat
tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya saksi dibawah
sumpahnya secara agama lIslam memberikan keterangan dan kesaksian
sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman kerja
Penggugat di Toko Kidrock dan teman Tegugat juga, serta saksi kenal
dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat
sewaktu masih tinggal bersama Penggugat, pada akhir tahun 2015;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak, dan
sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis, keduanya sering bertengkar dan saksi pernah tiga kali
melihat keduanya bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mabuk-
mabukan dan sering selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja ikut mobil orang;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 bulan;

- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya merukunkan
Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan
sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan
putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat

selengkapnya dalam berita acara sidang, sehingga untuk menyingkat uraian
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putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara

tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan aquo ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal
persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta
Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan
gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu
sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan
diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang
dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal
31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi,
bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun
berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka
mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat
menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam
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sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,
sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak
pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan
alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh
Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dengan demikian gugatan
Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan
maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk
hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy kutipan akta nikah (P) dan
membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus
mengetahui  kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke
persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang
merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) dalam mengajukan gugatan
perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah
pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing
berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal
Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah
diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing
saksi aquo tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan
mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat,
dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat
diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua)
orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di
persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat
dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum
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pernah bercerai secara hukum;

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu
orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun
dan harmonis selama delapan bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan
dan pertengkaran antara keduanya disebabkan karena Tergugat sering
mabuk-mabukan dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa, puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 6 Desember 2015 disebabkan karena masalah wanita
selingkuhan Tergugat, maka sejak kejadian tersebut Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan perkara ini diputus sudah
kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa ada hubungan lagi dan tidak saling
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis
Hakim yang telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat,
namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci
Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri
dalam rumah tangga in casu Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken
marriage) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah
karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak,
sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi dan kalaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan
menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus

HIm. 8 dari 12 HIim, Putusan No. 0086/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah Fighiyah

sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Asybah wa al-Nadhoir yang diambil

sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :
 baall cla e (A gl Walle o

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada

meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara
suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama
yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Muhazzab jilid Il hal. 81 yang berbunyi :

Atk sl gde (3l Lga g3t da g3l A8 ) aae &) 1)
Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka
bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2. Kitab Figh Al-Sunnah juz Il halaman 290 yang artinya sebagai berikut:
“‘Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-
hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah
pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil
mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak
ba’in”;

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk
rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga
yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat
diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi

Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti
dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan
karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut
hukum, maka dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu
bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2)
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan cerai Penggugat dapat
dikabulkan berarti terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh
sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan
bahwa Panitera Pengadilan atau Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa
bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian
dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan satu helai
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kota Manna dan Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu
Selatan, untuk dicatat dalam register perceraian ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkara
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota
Manna dan Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016

Masehi bersamaan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1437 Hijriah oleh kami

Mashuri, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, SHI.,

MH., dan Fahmi Hamzah Rifai, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu
oleh Indah Atmanegara, SHI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Mashuri, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA
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Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH. Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

PANITERA PENGGANTI

Indah Atmanegara, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..........ccccccccvvvvmnmniniinnnninnnnnnnnn. Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses........ccccuueiiiiieiiiiiieeeee e Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .......ccccccciviiiiii e Rp. 150.000,-
4, REAAKSI....ccicviiiiiie i Rp. 5.000,-

B MALEIAT c.vvviiiii e Rp. 6.000;-
Jumlah ..., Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
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